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Abstrak

Artikel ini berawal dari kegusaran penulis mengenai makna pluralisme yang
berkembang di masyarakat. Melalui Fatwa MUI tahun 2005 yang
menyamakan pluralisme dengan liberalisme dan sekularisme menunjukkan
bahwa pluralisme belum dapat dimaknai secara baik. Oleh karenanya
melalui artikel ini penulis mencoba menghadirkan beberapa teori pluralis
yang nyatanya tidak jauh dari ajaran agama resmi yang dianut di Indonesia.
Bahwa pluralisme menurut John Hick, Gus Dur, dan Muhammad
Legenhausen dekat pada diksi dialog lintas agama dan sikap inklusifitas
seseorang. Pandangan pluralis hari ini perlu disampaikan secara destruktif
agar tidak lagi menjadi halangan masyarakat dalam dinamika politik.
Pandangan keagamaan tidak pernah lepas dari pandangan politik di
Indonesia, terlebih dalam suasana tahun politik menjelang pemilu 2024.
Penelitian ini menggunakan metode library research yang membedah 3
pemikiran pluralis khas John Hick, Gus Dur, dan Muhammad Legenhausen.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa korelasi terkait dinamika masyarakat
dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu perlu mendapat perhatian penting
dari para tokoh masyarakat, dan agama. Lebih daripada itu peran pemerintah
untuk bisa memberikan suasana rukun ditengah masyarakat juga menjadi hal
penting untuk dilakukan. Kerukunan yang tercipta akan membawa
masyarakat semakin nyaman dalam berkecimpung dalam dunia politik hari
ini.

Kata Kunci : Pluralisme Agama, Masyarakat, Pemilu, Politik.

Abstract

This article originated from the author's anger about the meaning of
pluralism that develops in society. Through the MUI Fatwa in 2005 which
equates pluralism with liberalism and secularism, it shows that pluralism
cannot be interpreted properly. Therefore, through this article, the author
presents some pluralism theories that are not far from the official religious
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teachings adopted in Indonesia. According to John Hick, Gus Dur, and
Muhammad Legenhausen, pluralism is close to the diction of interfaith
dialogue and one's inclusiveness. Today's pluralist view needs to be
conveyed destructively so that it no longer becomes an obstacle to society in
political dynamics. Religious views can never be separated from political
views in Indonesia, especially in the atmosphere of the political year ahead
of the 2024 elections. This research uses a library research method that
dissects 3 pluralist thoughts typical of John Hick, Gus Dur, and Muhammad
Legenhausen. The results of the study stated that correlations related to
community dynamics and community involvement in elections need
important attention from community leaders and religion. More than that, the
government’s role to be able to provide an atmosphere of harmony in the
community is also an important thing to do. The harmony created will make
people more comfortable in dabbling in politics today.

Keywords: Religious Pluralism, Society, Elections, Politics.

A. PENDAHULUAN

emilu serentak 2024' di Indonesia akan menjadi momen penting

dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilihan umum adalah

proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan
pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka. Dalam
konteks pluralisme agama, pemilu menjadi ajang di mana berbagai agama
dan kepercayaan dapat berpartisipasi secara adil dan merata. Namun,
terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai pluralisme
agama dan keterlibatan masyarakat yang optimal pada pemilu 2024. Salah
satu tantangan utama adalah adanya diskriminasi agama dan intoleransi yang
masih terjadi di masyarakat. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif
masyarakat dari berbagai agama dalam proses pemilihan umum.

Keterlibatan masyarakat, atau civic engagement? yang merujuk pada
partisipasi aktif individu dalam komunitas dan proses demokratis perlu
menjadi perhatian penting untuk kemudian di teliti. Ketimpangan
Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan sosial bisa

! (Hendra Sudrajat, 2023)
2 (Ubaedillah, 2015)

THE INTERNATIONAL JOURNAL oF PEGON:
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

79



80

Nanda Khairiyah

mengakibatkan konflik tersendiri jika tidak mampu dicari solusinya. Isu
seperti agama, gender, ras, etnisitas, status sosial, dan kelas biasa terjadi di
masyarakat hingga mengakibatkan merosotnya keterlibatan masyarakat.

Lebih jauh dari pada itu adanya krisis kepercayaan masyarakat
terhadap pengelola negara yang ditimbulkan oleh pemberitaan miring di
sosial media. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan mereka pada
kejujuran, integritas, dan kredibilitas lembaga-lembaga, mereka mungkin
cenderung untuk menarik diri dari partisipasi aktif. Memperbaiki
kepercayaan publik dan membangun kembali hubungan yang sehat antara
masyarakat dan lembaga-lembaga penting adalah tantangan yang perlu
diatasi.

Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi ketika
hak-hak individu atau kelompok untuk memeluk, mengamalkan, atau
mengungkapkan keyakinan agama atau kepercayaan mereka secara bebas
dan tanpa diskriminasi tidak dihormati atau dilanggar’. Pelanggaran
semacam ini dapat terjadi di berbagai negara dan wilayah, dan dapat
meliputi berbagai tindakan atau kebijakan yang membatasi atau menghalangi
kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang. Setara Institute dalam
publikasinya tentang pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
ditahun 2022 menyebutkan bahwa sepanjang 2021 di Indonesia terdapat 210
kasus yang didominasi oleh 3 penyebabnya yaitu terkait pelarangan
kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan penodaan agama®*.

Salah satu penyebab konflik antar agama menurut John Hick adalah
adanya klaim salvation (keselamatan) di semua agama®. Klaim keselamatan
yang dimaksud adalah konsep yang umumnya terkait dengan kepercayaan
bahwa melalui tindakan, keyakinan, atau upaya tertentu, seseorang dapat
mencapai penyelamatan atau pembebasan dari penderitaan atau dosa dihari
akhir. Setiap agama memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda
terkait dengan klaim keselamatan, namun semua agama memilikinya dan
inilah yang menurut John Hick sebagai penyebab konflik karena masing-
masing agama menganggap bahwa agama yang tidak dianutnya adalah salah
serta patut diperbaiki bahkan dengan cara kekerasan®.

3 (Anas Urbaningrum, 2013)
4 (Setara Institute, 2022)

5 (M Taufig Rahman, 2022)
5 lbid him.5
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Isu pluralisme agama masih dipahami dalam konteks hubungan
keagamaan tunggal ketimbang plural. Sehingga, meski ada indikasi bahwa
faktor sosial, politik, dan ekonomi turut berperan dalam kekerasan yang
terjadi, konflik dan kekerasan atas nama agama tetap saja terjadi’. Dalam
konteks pemilu 2024, pluralisme agama menegaskan pentingnya
menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses
politik dan pemilu, tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan
mereka. Ini berarti bahwa pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi
yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu 2024 adalah hal yang sangat
penting dan menjadi pilar utama dari proses demokrasi. Melibatkan
masyarakat secara aktif dalam pemilu memastikan bahwa suara dan aspirasi
rakyat didengar dan diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan dan
pengambilan keputusan politik®. Dalam konteks Indonesia yang beragam
agama, pemahaman tentang pluralisme agama dan keterlibatan masyarakat
dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan
keberlanjutan demokrasi. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan
mencari solusi yang tepat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam
membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran di Indonesia.

Teori yang Relevan

Pluralisme agama di Indonesia memiliki tantangan dan peluang bagi
keutuhan bangsa. Tantangan terbesar pluralisme agama di Indonesia adalah
kecenderungan konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan dan
klaim kebenaran agama’. Setiap agama memiliki truth claim terhadap
agamanya sendiri dan sering kali menganggap agama lain sebagai salah'”.
Namun, pluralisme agama juga memberikan peluang bagi keutuhan bangsa,
seperti lahirnya sikap toleran sesama umat karena mampu menghargai
keragaman beragama. Berikut beberapa pemikiran terkait Pluralisme Agama
yang menjadi acuan dalam kerangka berfikir penulisan ini.

7 (Abdillah, 2011)

8 (Rahmawati Halim, 2016)
% (Umam, 2015)

10 (Eddy, 2020)
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Pluralisme Agama John Hick

Dalam karyanya, Hick berusaha untuk menyelidiki dan memahami
keberagaman agama-agama dunia dan mencari cara untuk memahami
hubungan di antara mereka'!. Salah satu karyanya yang paling terkenal
dalam bidang ini adalah bukunya yang berjudul God and the Universe of
Faiths yang diterbitkan pada tahun 19732,

Teori pluralisme agama John Hick dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keyakinan tentang Realitas Transendental'®: Hick menyatakan bahwa
di balik berbagai agama dunia terdapat Realitas Transendental yang sama,
yang sering disebut sebagai Realitas Ilahi atau Ultimate Reality. Realitas ini
mencerminkan hakikat yang lebih tinggi dan melampaui pemahaman
manusia dan manifestasi dalam berbagai agama yang berbeda. Menurutnya
Pluralisme adalah berbagai agama adalah cara-cara yang berbeda untuk
mencapai atau mengalami Realitas Transendental yang sama. Meskipun
konsepsi tentang Realitas Transendental dapat berbeda di antara agama-
agama, inti dari pengalaman spiritual yang dicari adalah serupa.

Pemahaman Religius: Hick menolak pandangan eksklusif dan
mengklaim bahwa tidak satu agama pun yang memiliki klaim eksklusif atas
kebenaran mutlak'#. Sebaliknya, agama-agama merupakan cara-cara berbeda
untuk mengungkapkan kebenaran spiritual. Hick menganggap agama
sebagai jalan transformasional yang membantu individu untuk mencapai
pemahaman dan pertumbuhan spiritual. Berbagai agama memberikan
kerangka dan ritual yang berbeda untuk membimbing orang dalam pencarian
mereka untuk makna dan tujuan hidup.

John Hick menekankan solusi Dialog Antaragama sebagai sarana
untuk meningkatkan pemahaman dan saling pengertian antara penganut
agama-agama yang berbeda!’. Melalui dialog, perbedaan bisa diakui, dan
kesamaan nilai-nilai dapat dihargai.

Teori pluralisme agama John Hick berusaha untuk merangkul
keberagaman agama dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas
tentang realitas transendental dan pengalaman religius. Pendekatan ini telah

11 (Aslan, 2013)
2 |bid him. 9

13 (Hick, 1982)

1 (F.., 2008)

15 (Knitter, 2003)
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menjadi dasar bagi banyak upaya dialog antaragama dan interfaith, yang
bertujuan untuk menciptakan lingkungan harmonis di antara penganut
agama-agama yang berbeda.

Pluralisme Agama Gus Dur

Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid, adalah seorang ulama dan
politisi'® Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia kelima dari tahun 1999
hingga 2001. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mencetuskan dan
menganut teori pluralisme yang kuat, terutama dalam konteks Indonesia
yang memiliki masyarakat yang sangat beragam agama dan budaya.

Teori pluralisme Gus Dur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gus Dur sangat mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan
bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi apapun'’. Dia percaya bahwa
setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agama
atau kepercayaan yang mereka yakini tanpa tekanan atau intimidasi dari
pihak lain. Gus Dur juga yang mengusung agar Islam mayoritas perlu
melindungi umat yang minoritas'®.

Senada dengan John Hick, Gus Dur turut mengkampanyekan dialog
antar agama sebagai sara untuk membangun pemahaman dan toleransi antara
penganut agama-agama yang berbeda. Menurutnya, dialog dapat mengatasi
perbedaan dan meningkatkan kerukunan di antara masyarakat.

Gus Dur menekankan pentingnya menghargai dan merayakan
keberagaman Indonesia. Negara ini terdiri dari berbagai suku, budaya, dan
agama, dan Gus Dur melihat keberagaman ini sebagai kekayaan yang harus
dijaga dan dipromosikan. Sebagai seorang Muslim, Gus Dur juga
menekankan pentingnya merangkul dan melindungi minoritas agama di
Indonesia. Dia memahami bahwa minoritas sering kali menghadapi
tantangan dan diskriminasi, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-
hak mereka dihormati dan dilindungi.

Demokrasi dan Kebhinekaan'”: Gus Dur memandang bahwa
demokrasi adalah sistem politik yang sesuai dengan keberagaman Indonesia.
Ia berpendapat bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk menciptakan

16 (Barton, 2002)

17 (Kompas, 2010)

18 (Wahid, 1996)

1% (Nurcholish, 2015)
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ruang bagi setiap kelompok untuk berpartisipasi dan mengekspresikan
pandangan mereka.

Pluralisme Agama Muhammad Legenhausen

Dalam Islam and Religious Pluralism, Legenhausen mencoba untuk
menyoroti beberapa prinsip dasar dalam Islam yang dapat memungkinkan
dialog dan koeksistensi harmonis dengan agama-agama lain®’. Dia
menekankan bahwa pemahaman dan implementasi Islam yang tepat harus
mencakup prinsip-prinsip seperti berikut:

Legenhausen menggarisbawahi pentingnya toleransi dalam Islam dan
penghormatan terhadap kebebasan beragama bagi individu?!. Dia
berpendapat bahwa Islam mengajarkan untuk menghargai hak setiap
individu untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri. Dia memandang
bahwa Pluralisme agama seharusnya menekankan pentingnya dialog
antaragama sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan saling
pengertian antara penganut agama-agama yang berbeda. Legenhausen
berpendapat bahwa dialog antaragama dapat menciptakan ruang bagi
pengembangan kerukunan dan toleransi. Legenhausen juga menekankan
bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama ini, dan
individu memiliki kebebasan untuk memilih agama mereka sendiri atau tidak
memiliki agama sama sekali.

Pendekatan Legenhausen dalam Islam and Religious Pluralism
bertujuan untuk memperkuat pesan inklusif dan toleran dalam Islam dan
mengembangkan pemahaman agama yang membuka ruang bagi pluralisme
dan kerukunan dengan agama-agama lain.

Penting untuk diingat bahwa perspektif ini adalah salah satu dari
berbagai pendekatan terhadap pluralisme agama dalam Islam, dan
pandangan mengenai isu ini bisa bervariasi di kalangan cendekiawan dan
pemikir Muslim.

Penjelasan terkait Pluralisme Agama dapat disimpulkan dalam table
berikut.

20 (Legenhausen, 1999)
21 (Dzulhadi, 2019)
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Gambar 1. Kerangka Berfikir Pluralisme Agama

Ketiga pemikiran terkait Pluralisme ini sejatinya memiliki kesamaan
dimana baik John Hick, Gus Dur, ataupun Legenhausen menempatkan
Pluralisme dalam tatanan social kemasyarakatan yaitu saat seseorang berada
ditengah-tengah masyarakat yang plural. Maka pluralisme bukan sekedar
pemahaman menyamakan agama, namun sesuai dengan konteks dimana ia
berpijak. Dalam tatanan Ketuhanan, Peribadatan yang tidak perlu
bersinggungan dengan dinamika masyarakat lain maka sikap ekslusif bisa
saja dipertahankan, namun dalam tatanan social kemasyarakatan sikap atau
pemikiran pluralisme perlu dikedepankan.

B. METODE

Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif fenomenologi dimana
penulis mengawali prosesnya dengan memahami kejadian-kejadian yang
terkait dengan konflik-konflik keagamaan?>. Edmund Husseri dan Alfred
Schultz dalam Salim dan Syahrum menjelaskan bahwa metode
fenomenologi dipergunakan untuk menginterpretasi atas interaksi orang-
orang. Lebih lanjut Geertz dalam Salim dan Syahrum mengatakan bahwa

22 (Salim, 2012)
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metode ini merupakan yang paling tepat untuk bisa memahami konteks
subyek yang akan diteliti®*.

C. TEMUAN
Keragaman Agama

Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang sangat kaya dan
menjadi salah satu ciri khas Indonesia yang perlu dihargai serta dijaga.
Keragaman adalah refleksi dari keanekaragaman budaya, sejarah, dan
kehidupan manusia di seluruh dunia. Ini mencerminkan kompleksitas dan
kaya akan pengalaman manusia dalam mencari makna, arti hidup, dan
hubungan dengan yang Maha Kuasa. Keragaman ini kemudian merujuk pada
konsep multikulturalisme yang dalam hal ini penulis akan fokus pada
multikulturalisme oleh Sarah Song. Song dikenal karena karyanya dalam
studi multikulturalisme, etika politik, teori keadilan, dan pertanyaan tentang
identitas budaya dan keadilan di masyarakat yang multikultural. Justice,
Gender, and the Politics of Multiculturalism adalah karya Song yang
menjadi rujukan penulis dalam artikel ini yang diterbitkan pada tahun 2007.
Dalam buku tersebut, Song menyatakan “It is plausible that historical
injustice is partly causally responsible for the systemic disadvantages that
members of some racial and ethnic minority groups suffer today”?*. Song
dengan terinci membahas tentang bagaimana multikulturalisme dan
keragaman budaya mempengaruhi pertanyaan tentang keadilan dan
kesetaraan gender serta dinamika politik.

Song mengajukan argumen bahwa pendekatan multikulturalisme
dalam kebijakan publik harus memperhatikan peran dan pengaruh budaya
terhadap kesetaraan gender dan hak-hak poliitk masyarakat. Song juga
menyoroti pentingnya mengakui bahwa dalam beberapa kasus, praktek
budaya tertentu mungkin dapat menghambat upaya mencapai kesetaraan
gender serta hak berpolitik warga negara.

Berdasar daripada itu, wajah multikulturalisme di Indonesia hari ini
terpancar dari berbagai kelompok etnis dengan adat istiadat dan budaya yang
berbeda-beda. Setiap kelompok etnis mempertahankan keunikannya dan
tetap hidup dengan identitas budaya mereka sendiri. Tidak hanya soal adat

2 |bid him 88.
24 (Song, 2007)
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istiadat, Indonesia juga rumah bagi berbagai agama, termasuk Islam, Kristen,
Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Masyarakat Indonesia hidup
berdampingan dengan damai dan menghormati kebebasan beragama serta
kepercayaan sesama. Data pemeluk agama di Indonesia mencatat bahwa
Islam sebagai negara mayoritas dengan jumlah penduduk sebanyak 87%
Muslim, 7% Kristen, 3% Katolik, hampir 2% Hindu, selebihnya adalah
Buddha, Konghuchu dan penganut kepercayaan®.

Di Indonesia, perayaan dan festival dari berbagai kelompok etnis dan
agama dirayakan secara meriah. Misalnya, Idul Fitri untuk umat Muslim,
Natal untuk umat Kristen, Nyepi untuk umat Hindu, dan Waisak untuk umat
Buddha. Wajah Multikulturalisme bahkan tercermin dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari kuliner yang beragam sebagai
bagian dari proses akulturasi Panjang multi budaya yang pernah singgah di
negeri ini. Terlebih hingga bahasa dan tradisi lokal yang dipertahankan
dengan bangga.

Keunikan tersendiri dari negeri ini adalah Meskipun terdapat beragam
kelompok etnis dan agama, Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam
kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Masyarakat Indonesia
cenderung hidup berdampingan dengan saling menghargai perbedaan dan
berusaha mempertahankan kerukunan. Lihat saja bagaimana Masjid Istiglal
dan Gereja Katedral dapat berdiri berdampingan tanpa satu sama lain
mencoba memulai konflik. Keberagaman ini adalah modal awal masyarakat
untuk dapat mempertahankannya termasuk dalam menjaga keutuhan
dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024.

Konflik Antaragama

Meskipun Indonesia memiliki keragaman sebagaimana disebutkan
diatas, namun ini juga memicu terjadinya konflik antaragama. Konflik ini
dapat timbul akibat perbedaan keyakinan, klaim kebenaran agama, atau
politisasi agama. Tantangan dalam konteks pluralisme agama di Indonesia
adalah mencegah konflik antaragama dan mempromosikan dialog serta
kerukunan antarumat beragama.

Beberapa contoh konflik antar agama di Indonesia antara lain:

25 (Kementrian Agama, 2023)
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. Kerusuhan Ambon (1999-2002)%*: Konflik antara umat Muslim dan
Kristen di Ambon, Maluku, yang berkepanjangan menyebabkan
ribuan orang tewas dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

. Tragedi Poso (1998-2007)*": Konflik antara umat Muslim dan Kristen
di Poso, Sulawesi Tengah, menyebabkan ribuan orang tewas dan
menciptakan ketegangan berkepanjangan antara komunitas agama.

o Kasus Terorisme Bom Bali 1 dan 2?%: Beberapa serangan teroris yang
dilakukan oleh kelompok ekstremis berbasis agama juga telah
menyebabkan kerugian besar dan menimbulkan ketegangan dalam
masyarakat.

Sebagaimana disebutkan pada bab pendahuluan diatas bahwa pada
tahun 2022 disebutkan terjadi 210 kasus konflik keagamaan. Simpulan
sementara adalah bahwa dengan keragaman yang menjadi kelebihan
Indonesia, juga menjadi paradoks dan memicu pecah konflik kapan saja.

Peran Lembaga Agama

Lembaga agama, seperti majelis-majelis agama, memiliki peran
penting dalam memperkuat toleransi dan kerukunan beragama. Lembaga
agama dapat menjadi wadah untuk membangun pemahaman yang lebih baik
antarumat beragama dan mempromosikan dialog antaragama. Narasi politik
yang dibangun oleh tokoh agama mendapat respon berbeda di masyarakat,
dan hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang memberikan porsi tinggi
kepada tokoh-tokoh agama. Majelis Ulama Indonesia yang menjadi
Lembaga agama hari ini dituntut untuk mampu mengikut campurkan dirinya
dalam hal menjaga kerukunan di Indonesia. Namun begitu, MUI melalui
fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2005 pernah menyamakan Pluralisme,
Liberalisme dan Sekularisme yang disatukan dengan fatwa haram. MUI
menyamakan 3 paham tersebut sebagai paham yang ingin menyamakan
semua agama tanpa mengadopsi dari konseptualisasi makna pluralis,
liberalis serta sekularis.

Fatwa ini mendapatkan kritik dari kaum Pesantren di beberapa daerah
di Indonesia sebagaimana tertulis dalam jurnal yang ditulis oleh Ilman
Nafi’a dengan judul Fatwa Pluralisme dan Pluralitas Agama MUI (Majlis

26 (Schulze, 2002)
27 (Alganih, 2016)
28 (Sakti, 2021)
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Ulama Indonesia) Dalam Perspektif Tokoh Islam Cirebon®. Posisi MUI saat
itu tentu memiliki dinamika hingga hari ini, diketahui bahwa setelah Munas
2020 MUI dengan resmi memiliki Bidang Kerukunan Antar Umat
Beragama. Adanya bidang ini diharapkan mampu mengubah paradigma baru
terkait pemaknaan Pluralisme yang dibuat oleh MUI pada 2005 yang lalu.

Berbeda dengan MUI, Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI
yang merupakan perpanjangan tangan dari Gereja Katolik Vatikan telah
mengakui Pluralisme pasca Konsili Vatikan II (Second Vatican Council)
yang berlangsung antara tahun 1962 hingga 1965. Konsili ini diadakan di
Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan, dan menjadi salah satu peristiwa paling
bersejarah dalam sejarah modern Gereja Katolik. Bahwa salah satu yang
dibahas dalam Konsili Vatikan II adalah terkait adanya Dialog Antaragama.
Konsili Vatikan II menggarisbawahi pentingnya dialog dan keterbukaan
Gereja terhadap agama-agama lain. Gereja Katolik menyatakan bahwa ada
elemen kebenaran dalam agama-agama lain dan mengajak untuk mencari
pemahaman bersama dengan penganut agama lain dalam semangat kasih
sayang dan penghormatan.

Seolah menjadi lanjutan dari Konsili Vatikan II, ditahun 2019 Paus
Fransiskus dari Gereja Katolik Roma dan Dr. Ahmed Al-Tayeb, Grand
Imam dari Al-Azhar menandatangani tentang Persaudaraan Manusia atau
dikenal juga dengan dokumen Abu Dhabi. Dokumen ini menjadi momen
bersejarah dalam dialog antaragama karena merupakan pertemuan pertama
antara seorang Paus Katolik dan seorang Grand Imam Al-Azhar di wilayah
Arab. Isi dokumen tersebut menyoroti nilai-nilai perdamaian, persatuan, dan
persaudaraan antarumat manusia, tanpa memandang perbedaan agama atau
keyakinan.

Beberapa poin penting dalam Dokumen Abu Dhabi adalah®”:

o Menghormati Martabat Manusia: Dokumen ini menekankan
pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia tanpa
memandang perbedaan agama, etnis, atau latar belakang sosial.

. Penolakan Kekerasan dan Ekstremisme: Deklarasi ini mengecam
segala bentuk kekerasan, terorisme, dan ekstremisme, serta
menekankan pentingnya mempromosikan budaya perdamaian di
dunia.

29 (Nafi'a, 2013)
30 (Departemen Dokpen KWI, 2019)
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. Dialog Antaragama: Dokumen ini menekankan pentingnya dialog
antaragama sebagai sarana untuk memahami dan menghormati
perbedaan kepercayaan serta membangun kerukunan dan toleransi di
tengah-tengah umat manusia.

o Kesetaraan Hak Kebebasan Beragama: Dokumen ini menyuarakan
perlunya menghormati hak setiap individu untuk memeluk keyakinan
agama mereka sendiri dan menekankan pentingnya kebebasan
beragama.

o Dokumen Abu Dhabi telah menjadi titik tolak bagi kerjasama
antaragama dan perdamaian dunia dan yang hari ini juga di jalankan
oleh hampir semua Lembaga keagamaan di Indonesia. Artinya narasi
kerukunan diharapkan membawa keterlibatan masyarakat untuk turut
serta dalam pemilihan Umum serentak 2024.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan
yang kondusif bagi pluralisme agama. Pemerintah perlu mengedepankan
prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak
minoritas agama[3]. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong dialog
antaragama dan memastikan perlindungan terhadap kebebasan beragama
bagi semua warga negara.

Melalui PBM no 9 dan 8 tahun 2006°' pemerintah memiliki amanah
sebagai pemegang tanggung jawab atas kerukunan masyarakat. Dan oleh
karenanya terbentuklah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang
memiliki 4 dimensi tugas yaitu : melaksanakan dialog antar umat beragama,
menampung serta menyalutkan aspirasi organisasi kemasyarakatan,
melaksanakan sosialisasi terkait kerukunan, dan mengeluarkan rekomendasi
rumah ibadah, FKUB merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam
membentuk serta menjaga kerukunan di Indonesia, posisi FKUB hari ini
menjadi penting karena pemilihan anggota FKUB sebagaimana disebutkan
dalam PBM diatas adalah wajib memiliki rekomendasi dari Lembaga
keagamaan.

Oleh karena itu, FKUB sejatinya harus mampu menjalankan tugasnya
sebagai bagian dari masyarakat yang akan terus melakukan komunikasi

31 (Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2006)
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intens dengan pemerintah untuk menjaga kerukunan. Namun sayangnya
keberadaan FKUB hari ini sebatas berdasar pada PBM yang mengikat
kepada pemimpin daerah masing-masing. Pemerintah Provinsi atau Kota dan
Kabupaten sejatinya perlu memberikan dukungan kepada FKUB melalui
Pergub atau Perwali di masing-masing wilayah di Indonesia yang hari ini
belum juga dijalankan.

Terlebih keseriusan pemerintah perlu dipertanyakan untuk semakin
mengukuhkan FKUB sebagai forum penjaga kerukunan tersebut ketingkat
yang lebih legal. Selanjutnya, jika pemerintah terlibat aktif dalam hal
menjaga kerukunan ini diharapkan dapat menunjukkan keinginan
masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya di pemilihan Umum
serentak ini.

D. KESIMPULAN

Pada akhirnya penulis merumuskan kesimpulan dalam artikel ini
sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal keragaman Agama di Indonesia sudah tidak perlu
lagi diragukan. Keberagaman ini adalah modal awal masyarakat untuk
dapat mempertahankannya termasuk dalam menjaga keutuhan
dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024.

2. Terkait konflik Antaragama yang kerap muncul di Indonesia perlu
disikapi dengan bijak melibatkan peran Lembaga keagamaan. Narasi
politik yang disampaikan tokoh politik tentu berbeda dengan narasi
politik yang disampaikan oleh tokoh agama. Masyarakat Indonesia
yang agamis perlu mendapatkan cara agama dalam menjalankan
kehidupannya termasuk dalam hal partisipasi politik.

3. Peran Lembaga Agama dimasing-masing agama perlu diperkuat
dengan mengedepankan prinsip toleransi. Konsili Vatikan II dan juga
dokumen Abu Dhabi perlu terus digaungkan ditengah masyarakat.

4. Bahwa Pemerintah perlu mengukuhkan kembali tugasnya sebagai
penjaga kerukunan dengan penguatan FKUB di seluruh Indonesia.
Beberapa temuan menyebutkan bahwa FKUB di beberapa provinsi,
kota atau kabupaten belum memiliki kekuatan legal selain PBM no 9
dan 8 tahun 2006.
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